
Penerapan BLUD di Puskesmas untuk Meningkatkan Pelayanan Kesehatan 
 
Dalam upaya mempercepat pemenuhan sarana, prasarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia 
di sektor kesehatan, penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskesmas menjadi solusi 
strategis. BLUD, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 1, adalah sistem 
yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat dengan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Fleksibilitas ini memungkinkan 
pengelolaan keuangan yang lebih leluasa dengan mengadopsi praktik bisnis yang sehat, tanpa 
berorientasi pada keuntungan, tetapi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. 
 
Praktik Bisnis yang Sehat dalam BLUD 
Praktik bisnis yang sehat dalam konteks BLUD diartikan sebagai penyelenggaraan fungsi organisasi 
dengan kaidah manajemen yang baik. Tujuannya adalah memberikan layanan berkualitas, 
berkesinambungan, dan berdaya saing. BLUD juga bertujuan untuk memberikan layanan umum yang 
lebih efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, dengan tetap memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat. Dengan demikian, BLUD mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah 
melalui pengelolaan berbasis kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. 
Keuntungan Penerapan BLUD di Puskesmas 
Beberapa keuntungan yang diperoleh dari penerapan BLUD di Puskesmas meliputi: 
1. Kontrol Keuangan: Memberikan kontrol lebih besar kepada Puskesmas atas sumber daya 

keuangannya. 
2. Perencanaan Program: Memungkinkan perencanaan dan pelaksanaan program kesehatan yang 

lebih efektif. 
3. Fleksibilitas Keuangan: Memberikan keleluasaan dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung 

operasional layanan kesehatan. 
 
Persyaratan Administratif Penerapan BLUD 
Penerapan BLUD di Puskesmas memerlukan pemenuhan beberapa persyaratan administratif, yaitu: 
1. Surat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja. 
2. Pola tata kelola. 
3. Rencana strategis. 
4. Standar pelayanan minimal. 
5. Laporan keuangan atau prognosis/proyeksi keuangan. 
6. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia diaudit oleh pihak eksternal pemerintahan. 
 
Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan BLUD 
Bupati memiliki tanggung jawab penting dalam pembinaan dan pengawasan BLUD di wilayahnya, yang 
dilakukan melalui Inspektorat Daerah. Selain itu, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah bertugas 
memperkuat peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi 
terkait penerapan BLUD di Puskesmas. 



 
 
Capaian Penerapan BLUD di Sulawesi Tengah 
Data menunjukkan peningkatan signifikan dalam penerapan BLUD di Puskesmas di Provinsi Sulawesi 
Tengah. Pada 2023, capaian BLUD di wilayah ini hanya 12,6%, namun meningkat menjadi 50,6% pada 
2024 berkat dukungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan Organisasi Pemerintah Daerah. Beberapa 
kabupaten/kota yang telah menerapkan BLUD di Puskesmas meliputi: 
1. Kota Palu: 14 Puskesmas. 
2. Banggai Kepulauan: 14 Puskesmas. 
3. Sigi: 19 Puskesmas. 
4. Donggala: 18 Puskesmas. 
5. Banggai: 8 Puskesmas. 
6. Poso: 24 Puskesmas. 
7. Morowali Utara: 14 Puskesmas. 
Saat ini, enam kabupaten lainnya masih dalam proses penyusunan dokumen persyaratan untuk 
penerapan BLUD Puskesmas. 
 
Kesimpulan 
Dengan sinergi yang kuat antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan 
pemerintah daerah, penerapan BLUD di Puskesmas diharapkan terus meningkat. Hal ini sangat 
penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan, demi 
tercapainya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah. 
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